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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:
sebagai Penggugat;

melawan
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi
Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 Juli

2017 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan = Agama  Batulicin dengan Nomor

0314/Pdt.G/2017/PA Blcn, tanggal 18 Juli 2017, mengajukan dalil-dalil
sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo sebagaimana ternyata
dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 478/66/X1/2000 tanggal 23
Nopember 2000;

Halaman 1 dari 20 him. Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Blcn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat

kediaman di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun dan
selanjutnya tingga di rumah bersama di Desa Sambek selama 6 tahun,
dan kemudian mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di
Desa Karang Indah selama 1,5 tahun, dan terakhir tinggal di rumah
bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat
kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal,

3.

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang
anak bernama Maulia Riyadlotul Chusna binti Mustofa Ridho umur 7
tahun, sekarang anak ikut Penggugat;

4,

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan

rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan
adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak

tinggal di Jawa Tergugat dan Penggugat memilki banyak hutang,
sedangkan pekerjaan sebagai pedagang tidak dapat sepenuhnya
untuk melunasi hutang, jadi Tergugat dan Penggugat berinisiatif untuk
merantau ke Kabupaten Tanah Bumbu untuk bekerja, namun pada
saat di Kabupaten Tanah Bumbu Tergugat malah tidak bekerja dan
lebih memilih menjadi kaum mesjid, sedangkan untuk melunasi hutang
di Jawa Penggugat yang harus bekerja keras, ketika ditanya
bagaimana dengan hutang di Jawa Tergugat hanya menjawab pasrah
saja dan mengatakan ada saja nanti ahli waris (anak) yang melunasi
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hutang yang ada di Jawa, mendengar jawaban Tergugat seperti itu
Penggugat tidak terima;

6.
Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember
2014, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah
2 tahun 7 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama
adalah Tergugat;

7.

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Batulicin Cqg. Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
dengan Tergugat di muka sidang secara maksimal agar rukun kembali dan
tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, bahkan telah memberi
kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh
proses mediasi yang dibantu oleh Mediator dari Hakim Pengadilan Agama
Batulicin (Syaiful Annas, S.H.l., M.Sy.), namun menurut laporan hasil
mediasi tersebut tertanggal 04 Agustus 2017, ternyata tidak berhasil;
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Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dilakukan
pemeriksaan perkara yang dimulai dengan dibacakannya surat gugatan
Penggugat yang pokok dari dalil-dalil gugatan tersebut tetap
dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Bahwa, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis atas dalil-
dalil gugatan Penggugat tersebut, yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan poin 1;

Bahwa dalil gugatan poin 2 adalah benar;

Bahwa dalil gugatan poin 3 adalah benar;

Bahwa dalil gugatan poin 4 adalah benar terjadi perselisihan dan

pertengkaran akan tetapi perselisihan dan pertengkaran yang biasa

saja dalam rumah tangga;
- Bahwa dalil gugatan poin 5 adalah benar, akan tetapi Tergugat tidak

begitu saja melalaikan tanggung jawab untuk membayar hutang,
karena Penggugat dan Tergugat memiliki aset sebagai jaminan hutang
tersebut, bahkan ketika merantau ke Kalimantan Tergugat telah
merencanakan usaha sedemikian rupa dan akhirnya Penggugat

dengan Tergugat bekerja dengan berdagang;
- Bahwa dalil gugatan poin 6 adalah benar, akan tetapi itu juga

disebabkan Penggugat yang nusyuz dengan tidak mau mematuhi
Tergugat sebagai suami, sehingga Tergugat hanya bersabar dan
akhirnya diminta untuk mengurus masjid bernama at-Taqwa, akan
tetapi Tergugat lupa tanggal dan bulannya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat
memberikan replik secara tertulis tertanggal 7 September 2017 yang
pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat, tidak

perlu ditanggapi oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap poin 4 dalil gugatan

Penggugat, pada dasarnya Penggugat tetap sebagaimana gugatan
semula, karena perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud oleh
Tergugat tersebut justru bagi Penggugat merupakan permasalahan
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yang dimaksud sehingga rumah tangga Pemnggugat dengan Tergugat

menjadi tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap poin 5 dalil gugatan

Penggugat, maka dengan jawaban Tergugat tersebut berarti memang
diakui adanya hutang-piutang dengan bank dengan adanya agunan,
dan Tergugat juga mengakui bahwa adanya hutang tersebut telah
dianggap aman dengan adanya agunan harta Penggugat dengan
Tergugat di bank, sehingga atas sikap Tergugat tersebut Penggugat
menilai sebagai sikap Tergugat yang lepas tanggung jawab dan hal
inilah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap poin 6 dail gugatan

Penggugat, memang benar telah terjadi upaya rukun kembali akan
tetapi upaya tersebut merupakan inisiatif dari Penggugat, dan pada
tahun 2015 Penggugat masih berupaya memperbaiki hubungan
dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak berubah atas sikapnya
tersebut;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan
duplik secara tertulis yang pokoknya tetap mempertahankan jawabannya
dengan tambahan keterangan penjelasnya;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh
Sekretaris Desa Karang Indah An. Kepala Desa Karang Indah tanggal
14 Juli 2017, yang telah dimeterai kemudian (nazegellen) dan
dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode

P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 23 Nopember

2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, yang telah dimeterai kemudian
(nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis
diberi kode P.2 dan diparaf;
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Bahwa, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah ditunjukkan dan
diperiksa oleh Tergugat, dan dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat;
Bahwa, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang
di persidangan sebagai berikut:
. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah
Rakyat, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Angsana RT. 002
RW. 001, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah
Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang
telah dikaruniai seorang orang anak bernama Maulia Riyadhotul
Chusna bin Mustofa Ridho;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah bersama di Wonosobo, kemudian setelah pindah ke
kalimatan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi,
kemudian berpindah-pindah dan terakhir di rumah bersama di
Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis saja, namun setelah Penggugat dengan
Tergugat memiliki hutang di bank sejak tinggal di Jawa dulu yang
sampai akhirnya pindah ke Kalimantan sekitar tahun 2012, rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan
harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung bentuk
perselisihnan dan pertengkaran, hanya saja Penggugat beberapa
kali cerita kepada saksi tentang perselisihan dan pertengkarannya
degan Tergugat tersebut yang disebabkan masalah hutang dan
Penggugat merasa Tergugat tidak memiliki tanggung jawab serius
untuk bekerja guna melunasi hutang tersebut karena hanya

Penggugat yang berjualan baju keliling;
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- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sekitar akhir tahun 2014 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa telah sering kali diusahakan untuk merukunkan
kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sendiri
bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
Il. SAKSI Il, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terkahir SLTA,
pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Jombang, RT.
014, Desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat sejak tahun
2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang
telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak saksi kenal Penggugat dengan Tergugat ketika
di Kalimantan sekitar tahun 2012, awalnya tinggal di rumah orang
tua Penggugat di Desa Angsana, kemudian berpindah-pindah dan
terakhir di rumah bersama di Desa Angsana, Kecamatan Angsana,
Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis saja, namun sekitar akhir tahun 2013 saksi
mulai mengetahui tidak rukun dan harmonis lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
berdasarkan cerita Penggugat karena adanya hutang Penggugat
dengan Tergugat di bank ketika masih tinggal di Jawa, akan tetapi
setelah tinggal di Kalimantan untuk bekerja justru Tergugat seolah
acuh dengan hutang tersebut dan tidak serius dalam bekerja guna
melunasi hutang tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah
tempat tinggal sekitar akhir tahun 2014 yang lalu;
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- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat agar tetap

rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat
menyatakan akan mengajukan alat bukti saksi 1 (satu) orang saksi, Nama
SAKSI Ill, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
bendahara masjid at-Tagqwa Desa Karang Indah, tempat tinggal
Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sejak 3 (tiga)
tahunan yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang
telah dikaruniai seorang anak perempuan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah
bersama di Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah

Bumbu;

- Bahwa sepengetahuan saksi 3 (tiga) tahun yang lalu
Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis dan ketika
itu saksi mengajak Tergugta untuk menjadi kaum Masjid at-Tagwa
dan sempat tinggal selama 3 (tiga) bulan di ruamh kaum masjid
bersama Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan
maupun pertengkaran, hanya saja sudah 6 (enam) bulan ini
Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yaitu tetap pada
gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat
memberikan kesimpulan keberatan bercerai dengan Penggugat,
kemudian keduanya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi
serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat beragama Islam
dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh
karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan
ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan
Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta surat
panggilan (relaas) sidang kepada Penggugat, diperoleh keterangan
bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu selain
itu tidak ada eksepsi (sanggahan) dari Tergugat, oleh karena itu perkara a
guo berada dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan
bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan PPN KUA
Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo dengan Kutipan Akta Nikah
nomor 478/66/X1/2000 tanggal 23 Nopember 2000 dan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, sehingga
Penggugat ingin bercerai dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang
berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in yudicio), oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai legal
standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan
nasihat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai
tetapi tidak berhasil, selain itu telah juga memerintahkan menempuh
upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator dari
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Hakim Pengadilan Agama yang dipilih yaitu Syaiful Annas, S.H.l., M.Sy.
dan menurut laporan tertanggal 4 Agustus 2017 tentang hasil mediasi
ternyata tidak berhasil, dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya
tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. PERMARI
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam
gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara
tertulis sebagaimana yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan
Penggugat, mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang
menurut Tergugat hanya bersifat biasa saja dan selebihnya merupakan
jawaban yang berisikan penjelas sebagai kualifikasi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
dalam replik secara tertulis menyampaikan yang pada pokoknya tetap
mempertahankan dalil-dalii gugatannya dengan penjelas yang
mempertegas dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat
memberikan duplik yang pada pokoknya mempertahankan jawabannya
semula dengan tambahan keterangan penjelasnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pada dasarnya pokok
gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta
sebabnya dan adanya pisah tempat tinggal serta lamanya telah diakui
oleh Tergugat, meskipun demikian tidak begitu saja gugatan Penggugat

dapat diterima dan dikabulkan, terutama sebuah perceraian di pengadilan
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bisa terjadi apabila sudah terbukti adanya pernikahan yang sah dengan
adanya bukti sah tentang adanya hubungan hukum sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa adanya pengakuan Tergugat atas dalil-dalil
gugatan Penggugat tersebut juga dikhawatirkan terjadi kesepakatan
kedua belah pihak untuk bercerai, padahal perceraian tidak dapat terjadi
atas dasar kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 208 KUH Perdata,
selain itu juga asas undang-undang perkawinan di Indonesia mempersulit
perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan alasan
perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan
Tergugat dengan sebabnya (dalil gugatan poin 4, 5 dan 6), sehingga
berdasarkan Pasal 22 Ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka harus
didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan
Penggugat dan Tergugat agar diketahui secara jelas adanya perselisihan
dan pertengkaan serta sebabnya, oleh karena itu berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat tetap dibebankan
pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan
P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat
P.1 dan P.2, yang merupakan fotokopi-fotokopi dari suatu akta otentik,
telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya dan
memang sengaja dibuat untuk alat bukti guna membuktikan tentang
biodata/identitas Penggugat (P.1) dan adanya ikatan perkawinan sah dan
tercatat secara resmi antara Penggugat dengan Tergugat (P.2), kedua alat
bukti tersebut juga telah di-nazegelen sebagaimana ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara
Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal
1 huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti
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tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil
sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut dibenarkan dan
tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledeg) dan mengikat
(bindende);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 telah terbukti bahwa
Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu
sebagai wilayah yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin,
oleh karena itu pengajuan gugatan perceraian tersebut di Pengadilan
Agama Batulicin telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat 1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut
dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
maka dalil gugatan Penggugat tentang adanya pernikahan dengan
Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 1 telah terbukti
adanya hubungan hukum sebagai suami-istri antara Penggugat dengan
Tergugat dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan
Penggugat, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungannya
dengan kedua belah pihak yang berperkara yang ternyata ayah kandung
dan teman dekat Penggugat, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat
hukum (sudah dewasa) sehingga sesuai dengan maksud dari ketentuan
Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 PP Nomor
9 tahun 1975, selain itu juga telah disumpah sehingga telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan
kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi
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dalam persidangan, oleh karena itu dapat diterima dan didengar
keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi
Penggugat tersebut berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan
keterangan antar saksi-saksi memiliki kesesuaian yakni tentang adanya
hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri, adanya pisah
tempat tinggal sejak akhir tahun 2014, sehingga keterangan saksi-saksi
tersebut telah sesuai dengan ketentuan syarat materil dalam Pasal 308
dan 309 R.Bg., meskipun adanya perselisihan dan pertengkaran diperoleh
saksi hanya dari cerita Penggugat saja, akan tetapi dengan adanya
keterangan antar saksi yang saling berkesesuaian mengenai terjadinya
pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang, didukung
juga dengan keikutsertaan saksi-saksi untuk mendamaikan maupun
menasihati agar rukun kembali, dihubungkan dengan dalil gugatan
Penggugat dan pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai
keterangan saksi-saksi tersebut cukup membuktikan kebenaran dalil
tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya tersebut,
oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi,
Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungannya dengan kedua
belah pihak yang berperkara, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat
hukum (sudah dewasa) sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 172
Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun
1975, selain itu juga telah disumpah sehingga telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas
saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi dalam
persidangan, oleh karena itu dapat diterima dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi Tergugat
tersebut berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan keterangan antar
saksi-saksi memiliki kesesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut
telah sesuai dengan ketentuan syarat materil dalam Pasal 308 dan 309
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R.Bg., meskipun demikian keberadaan satu saksi Tergugat tidak
memenuhi batas minimalitas pembuktian alat bukti saksi, oleh karena itu
keberadaan serta keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat tersebut tidak
dapat diterima karena satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat juga
menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat
menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, kemudian keduanya
memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat,
yang dikuatkan juga dengan alat bukti (surat dan saksi) dari Penggugat
yang telah dipertimbangkan di atas, serta jawaban Tergugat, maka Majelis
Hakim telah menemukan fakta-faka hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang
sah yang tercatat menikah pada tanggal 23 Nopember 2000 oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi

karena terjadi perselisihnan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2012;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah hutang

Penggugat dan Tergugat di Bank, sedangkan Penggugat merasa
Tergugat telah lalai dalam tanggung jawabnya untuk melunasi hutang

tersebut;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada

bulan Desember 2014, sehingga sejak saat itu Penggugat dan

Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa telah ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat

dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah

pihak, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 1, sebagai pasangan
suami-istri yang terikat sebuah pernikahan sah secara hukum, maka

Penggugat dan Tergugat dituntut untuk dapat mewujudkan tujuan dari
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sebuah pernikahan, yakni mewujudkan suatu kehidupan yang sakinah
mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan melalui firman
Allah SWT. dalam QS. ar-Ruum Ayat 21, serta maksud dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangganya,
Penggugat dengan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dimaksud,
karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya
dengan pokok sebabnya salah satu pihak merasa pihak yang lain
mengkhianati ikatan suci sebuah pernikahan sebagaimana disebutkan
fakta hukum pada poin 2 dan 3, bahkan implikasi dari perselisihan dan
pertengkaran tersebut hingga adanya pisah tempat tinggal sejak bulan
Desember 2014 sampai dengan sekarang sebagaimana disebutkan dalam
fakta hukum poin 4, sehingga rumah tangga menjadi tidak terkoordinasi
dengan baik sebagaimana yang seharusnya, padahal menegakkan rumah
tangga dengan mewujudkan tujuan pernikahan merupakan kewajiban
luhur suami-istri sebagaimana maksud Pasal 77 Ayat 1 Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai
sebagai sebuah indikasi yang kuat tentang betapa telah retak dan
pecahnya rumah tangga (breakdown of marriage) antara Penggugat
dengan Tergugat;

Menimbang, terhadap fakta hukum poin 5, dengan gagalnya upaya-
upaya rukun dan merukunkan serta tetap kerasnya keinginan Penggugat
untuk bercerai, didukung lagi dengan gagalnya upaya penasihatan serta
mediasi terhadap keduanya sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum
poin 6, meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat,
namun Majelis Hakim berpendapat keberatan Tergugat tersebut tidak
beralasan secara hukum karena Penggugat sendiri telah dapat
membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, selain itu jika tetap
dipaksakan harus bersatu dalam membina rumah tangga, maka bisa

dianggap sebagai sebuah perkosaan terhadap hukum dan moral,
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sedangkan kehidupan interpersonal antara Penggugat dengan Tergugat
tidak lagi terkoordinasi karena telah pecah (breakdown of marriage) dan
telah hilangnya tujuan bersama dalam membina sebuah rumah tangga
sebagaimana yang diamanatkan QS. ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1
Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya sebuah perkawinan hanya ditujukan
pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi
perkawinan telah tercerai-berai dengan tanpa melihat siapa yang benar
siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena
mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan
pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang
akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum
putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534
K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan
jalan yang terbaik (tashrih bi ihsan) untuk menentukan kehidupan
berikutnya bagi kedua belah pihak, meskipun perceraian memang
menyebabkan kemudharatan, akan tetapi mempertahankan pernikahan
(tidak menceraikan) dari kondisi rumah tangga yang demikian justru akan
menimbulkan kemudharatan yang lebih besar kedepannya bagi kedua
belah pihak, oleh karena itu jika dua kemudharatan berkumpul menjadi
satu maka harus dipilih kemudharatan yang lebih ringan/kecil yang dalam
hal ini adalah perceraian, sebagaimana kaidah fighiyyah:

logasl ISi,L logalacl (ss, Olidumioll Jo,lsi 13)]

“jika berkumpul dua madharat (bahaya) dalam satu hukum, maka dipilih
yang lebih ringan madharatnya”
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Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai
juga pendapat-pendapat hukum yang diambil alih Majelis Hakim sebagai
berikut:

1. Dalam kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 208 yang berbunyi:

\J.J).L_uuyu|_9L.oJu_w49).nJ|uJ|u_9&;u|u\xm
a8 ,0)) ol Josill Clowl aau> 0¥ azs JS o
oo 0l.Lgio JLlg 4 all o szs (winiiy alSIL
lewlm&wlu@@byuew|

“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu dlber/kan dan jangan dltutup
sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan
mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika
tabi’at suami-isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika
dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru
akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.”

2. Dalam kitab at-Thalaq oleh Ala’'uddin al-Kasani yang berbunyi:

Y oY axdno LSl G Y 3V CoMis| aicyg
ol axliaoll Clii 18 2w liodl o] dliivg (i

OMall
“Ketika perbedaan sikap suami-isteri telah  menyebabkan
perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak

ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi
mereka berpindah pada perceraian”;

3. Dalam kitab Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fi ath-Thalaq Juz | hal 83,

yang berbunyi:

sLi> o loini > GMall pllai pdw)l L] 35 o

T Cu>g cloygcaLo.@d&muMJszL)Ds)Jl

OLL.R.DJI).QMU)” Uy ‘CSJ)“‘LK)'OOJS"O CS)JI dJaJJ

las « 225l pxadl oazsdl aal (e S, g
aJ Iaall g, oLl

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan
suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab
meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri
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dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya bertentangan
dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dalam pertimbangan
Majelis Hakim tersebut, maka gugatan Penggugat pada dasarnya telah
beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan perceraian
Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung
abstraksi hukum bahwa berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam
satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah
merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian
sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dikabulkannya
gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan
hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu melalui lembaga
talak ba’in kemudian dihubungkan dengan tidak pernah tercatat terjadi
perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dan perceraian tersebut
dilaksanakan di Pengadilan Agama pertama Kkali, dihubungkan juga
dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c, maka Majelis Hakim berpendapat
menjatuhkan perceraian melalui lembaga talak satu bain sughra yakni
dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
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Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin diperintahkan untuk
mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat pernikahan
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum gugatan
Penggugat nomor 3, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah
di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan
tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh Kami Drs. H. Syakhrani sebagai
Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag dan Wilda Rahmana, S.H.I.
masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu
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juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh Drs. H. Aimuna sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan
diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
Meterai Rp 6000 Ttd

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,
Ttd Ttd
NURUL HIDAYATIT DINIYATI,S.Ag WILDA RAHMANA, S.H.I.
Panitera,
Ttd

Drs. H. ALMUNA

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000 Salinan sesuai aslinya
2. Biaya Proses Rp 50.000 Batulicin, 28 Nopember 2017
3. Biaya Panggilan Rp 700.000 Panitera
4. Redaksi Rp 5.000
5. Meterai Rp 6.000
Jumlah Rp 791.000 Drs.H. Almuna
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